BUPATI KAPUAS HULU _
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2016

'I‘ENTANG

PENCABUT‘AN PERATURAN EAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
| NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

) DENGAN'RAHMA'I_‘ TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

'BUPATI KAPUAS HULU, =

bahwa dengén berlakunya'Undang—U.ndang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka setiap Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Desa harus
mengacu pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana = telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peniérintah Nomor 43 Tahiifni 2014 teéntang

~ Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa Peraturan -Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai lagi

sehingga perlu dicabut; N 7
bahwa berdasarkan _ pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan



Men gihgat

huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
~ tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indones1a Nomor 1820); :

Undang-Undang Nomor 6 'I‘ahun' 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republlk
Indonesia - Tahun - - 2014° Nomor 7,

‘Tambahan - ‘Lembaran Negafa Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5587)

'sebagalmana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679), '

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah



Menetapkan

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014  tentang  Peraturan

 Pelaksanaan = Undang-Undang Nomor 6
- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

-Republlk Indonesua Nomor 5717); .

.. Peraturan Pemermtah _Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara = (Lembaran Negara Republik
Indonesia . "Tahun' -2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah = dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 = Nomor 57,
Tambahan Lembaran . Negara Republik

Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun. 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa; ‘

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU |

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU -
_ NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA

. DESA.



Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 '-I‘ahu'n_. 2007 }
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal2

| Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

:Agar setiap orang mengetahuinya, 'memerintahkan pengundangan
- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
- Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. '

Ditetapkan di Putussibau |
pada tanggal - 29 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

Diundangkan di Putussibau

- pada tanggal 29 November 2016

N KAPUAS HULU,

' SEKRETARIS DAERAH
MUHAMMAD SUKRI -

'.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 -'
NOMOR 12

'NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN = KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (12) /(20 16)




PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
' 'NOMOR 12 TAHUN 2016
~ TENTANG

- PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

L UMUM
Alokas1 Dana Desa merupakan dana penmbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran' Pendapatan - dan
Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
- Khusus. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6
- - Tahun 2014 .tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturam Pelaksanaan Undang-Undang
. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang -
. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun-
. 2014 tentang Desa, terdapat perubahan yang cukup signifikan

" dalam pengaturan mengenm pengelolaan keuangan desa dan

alokasi dana desa.
: Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun _
20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa tata cara
pembag1an dan penetapan besaran Dana Desa setlap Desa
dltetapkan dengan Peraturan Bupati. C -
Dengan adanya perubahan dalam hal materi pengatura.n
dan ‘bentuk produk hukum daerah untuk pengaturan alokasi
" " dana- desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, sudah tidak
sesuai lagi dan perlu dicabut. Oleh karena itu perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
" Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7. Tahun 2007 tentang Alokasi
: Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL
" Pasal 1- |
' ‘Cukup jelas.
Pasal 2
_ Cukup .jelas.

. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS - HULU
NOMOR 48 - AT o '



